MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

IKHTISAR PUTUSAN
PERKARA NOMOR 39/PUU-XX/2022

Tentang

Pengujian Formil dan Pengujian Materiil Undang-Undang tentang
Ibu Kota Negara

Pemohon : Sugeng

Jenis Perkara . Pengujian Formil dan Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 3
Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (UU 3/2022) terhadap
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
(UUD 1945)

Pokok Perkara . Pengujian Formiil dan Pengujian Materil Pasal 4 ayat (1), ayat (2),
Pasal 5 ayat (1), dan ayat (4), Pasal 6, Pasal 22, serta Pasal 24 ayat
(1) UU 3/2022 bertentangan dengan Pasal 17 UUD 1945.

Amar Putusan : Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima

Tanggal Putusan . Selasa, 31 Mei 2022.

Ikhtisar Putusan :

Pemohon adalah perseorangan warga negara Indonesia yang merasa dirugikan hak
konstitusionalnya dengan diberlakukan UU 3/2022. Pemohon menganggap proses
pembentukan UU 3/2022 kurang partisipasi masyarakat dan dibentuk secara tergesa-gesa
oleh pembentuk undang-undang, selain itu, perpindahan Ibu Kota Negara mengesampingkan
banyak program/kegiatan negara/pemerintah yang lebih prioritas;

Terkait dengan kewenangan Mahkamah, oleh karena permohonan Pemohon adalah
permohonan untuk menguiji konstitusionalitas norma undang-undang, in casu pengujian formil
dan pengujian materiil UU 3/2022 terhadap UUD 1945, maka Mahkamah berwenang
mengadili permohonan a quo;

Terkait tenggang waktu pengujian formil, Pemohon mengajukan permohonan pengujian
formil UU 3/2022 ke Mahkamah pada 1 Maret 2022 berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan
Pemohon Nomor 29/PUU/PAN.MK/AP3/03/2022, sementara itu UU 3/2022 diundangkan pada
15 Februari 2022 sehingga batas waktu paling lambat pengajuan permohonan yaitu 31 Maret
2022. Berdasarkan fakta hukum tersebut permohonan Pemohon diajukan masih dalam
tenggang waktu pengajuan permohonan pengujian formil suatu undang-undang in casu UU
3/2022. Walaupun, Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo dan permohonan
pengujian formil masih diajukan dalam tenggang waktu pengajuan permohonan, namun
sebelum Mahkamah mempertimbangkan lebih lanjut mengenai kedudukan hukum Pemohon
dan pokok permohonan baik dalam pengujian formil maupun pengujian materiil, Mahkamah
perlu terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

Sebelum Mahkamah mempertimbangkan lebih lanjut mengenai kedudukan hukum
Pemohon dan pokok permohonan baik dalam pengujian formil maupun pengujian materiil,
Mahkamah perlu terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:



¢ Bahwa Mahkamah menemukan fakta hukum vyaitu pada bagian kedudukan hukum,
Pemohon tidak dapat membedakan secara khusus dan menguraikan dengan jelas
persoalan pertautan potensi kerugian Pemohon dengan adanya dugaan persoalan
konstitusionalitas UU 3/2022 secara formil. Sedangkan dalam pengujian materiil, uraian
pada bagian kedudukan hukum berisi argumentasi yang tidak relevan dengan anggapan
kerugian hak konstitusional Pemohon. Oleh karena itu, uraian tersebut tidak dapat
menjelaskan adanya kerugian hak konstitusional baik dalam pengujian formil maupun
pengujian materiil. Dengan demikian, menurut Mahkamah terdapat ketidakjelasan dalam
uraian mengenai kedudukan hukum Pemohon, baik kedudukan hukum dalam pengujian
formil maupun dalam pengujian materiil.

¢ Bahwa pada posita pengujian formil, Pemohon tidak menguraikan dengan jelas persoalan
proses pembentukan UU 3/2022 yang dianggap bertentangan dengan UUD 1945,
Pemohon hanya menguraikan mengenai sejumlah isu yang menurut Pemohon
seharusnya dipertimbangkan dalam pembentukan UU 3/2022. Hal ini menurut Mahkamah
tidak relevan dengan alasan permohonan pengujian formil terhadap UU 3/2022;

e Bahwa pada posita pengujian materiil, Pemohon tidak menguraikan sama sekali
mengenai norma pasal yang diajukan untuk diuji serta alasan inkonstitusionalitasnya
pasal tersebut. Pemohon hanya menguraikan norma-norma pasal yang diuji tanpa uraian
yang jelas kaitannya dengan anggapan inkonstitusionalitas norma yang dimohonkan
pengujiannya dengan UUD 1945. Selain menimbulkan ketidakjelasan, uraian
permohonan Pemohon juga menimbulkan pertentangan dengan petitum, di mana pasal-
pasal yang terdapat dalam posita pengujian materiil, tidak termuat dalam petitum, terlebih
lagi, Pemohon dalam permohonannya tidak membedakan secara khusus antara petitum
formil dengan petitum materiil.

Berdasarkan seluruh pertimbangan hukum tersebut di atas, menurut Mahkamah
permohonan Pemohon tidak jelas pada bagian kedudukan hukum, posita dan petitum baik
terhadap permohonan pengujian formil maupun pengujian materiil. Dengan demikian, secara
keseluruhan permohonan Pemohon adalah tidak jelas (kabur).

Dengan demikian selanjutnya Mahkamah menjatuhkan putusan yang amar putusannya
Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.



